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PERBAIKAN PERKARA NOMOR ,051PUU-XIW2016

UNDANG. UNDANG NOMOR 24TAHUN 2003 TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSl

SEBAGAIMANATELAH DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR8 TAHUN 20.1

TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG. UNDANG NOMOR 24TAHUN 2003 TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSl

SEBAGAIMANATELAH DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 20.4

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTl

UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 20.3 TENTANG PERUBAHAN

KEDUAATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24TAHUN 2003 TENTANG

MAHKAMAH KONSTITUSl

PERMOHONAN PENGUJIAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 48TAHUN 2009 TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 20.4 TENTANG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
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UNDANG-UNDANG DASAR

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
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Sekretariat: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,
Office Suites A529, Kuningan -Jakarta Selatan ,2940

Telp. (02, ) 5682703, HP. 08,652,799, Email: saifulanam@lawyer. coin

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentsng Mahkamah
Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20.1 Tentsng
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentsng Mahkamah Konstitusi Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 Tentsng Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentsng Kekuasaan Kehakiman Dan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20.4 Tentang
Administrasi Pemerintahan Terhadap Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

: I (satu) eksLampiran
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Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di

Jakarta

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami:

: ZENURI MAKHRODJl, SH.Nama

Rekerjaan/Jabatan : AdvokaVKetua FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Seianjutnya disebut sebagai

DR. (can) SAIFUL ANAM, SH. , MH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Sekretaris FAMl

Pemohon I
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A1amat

Selanjutnya disebut sebagai

Nama

Pekerjaan/Jabatan
A1amat

Ji. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,
Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

RUDY GUNAWAN, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMl
Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Setatan 12940

HFR. GHANTY SJAHABUDIN, SH. , MM.
Advokat/Penasehat FAMl

Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,
Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Seiatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

MUHAMMAD DANIES KURNIARTHA, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAM!
Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicenti~urn Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

>

GUNTHAR HAMING YUDHA, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
J!. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utan a,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Perrohon 11

>

>

>

>

>

>
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>

)

>

)

)

Selanjutnya disebut sebagai

BENNY HARIS NAINGGOLAN, SHNama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Perilohon 1/1

Selanjutnya disebut sebagai

SUTARJO, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Seiatan 12940

Reinohon IV

Seianjutnya disebut sebagai

Pemohon V

Pemohon Vl

Pemohon Vll

Pemohon Vlll

3



)

I

>

: JOKO PURBOYO, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Se!atan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

: SYAKHRUDDIN, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum V\'alk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Seiatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

: FAIJAL SIREGAR, SH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

^
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Selanjutnya disebut sebagai

>

)

>

I)-

: SUHARTA, SH. , MH.Nama

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/An990ta FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai

\

I

Nama

PeKerjaan/Jabatan
A1amat

Pemohon IX

-\
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>
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Selanjutnya disebut sebagai

: BAKRl, SH.Nama

Rekerjaan/Jabatan : AdvokatlAnggota FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

: RAY WAHYU MURNIY;JLIANTl, SH.
Advokat/Anggota FAMt

: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,
Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Seiatan 12940

Pemohon X

Selanjutnya disebut sebagai

: FUAD ABDULLAH, SH. M. Si.Nama

Pekerjaan/Jabatan : AdvokaVAnggota FAMl
: Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama,A1amat

Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

Pemohon XI

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon XII

Pemohon XII!

Pemohon XIV

Pemohon XV

4
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Kesemuanya adalah pada Advokat I Penasehat Hukum dan Konsultan

Hukum tergabung dalam "FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA

(FAMl)", daiam halini memillh domisili hukum yang beralamat di Jl. HR.

Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office

Suites A529, Kuningan - Jakarta Selatan 12940, Telp. (021) 5682703,

HP. 0816521799, Email: saifu!ariam@Iamy, er. coin. Dalam ha! in I bettindak

baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama

"FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMl)" selanjutnya disebut

sebagai

Bahwa perkenankanlah Kami Pemohon memohon kepada Yang

Mulia Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meIakukan pengujian

Konstitusionalitas Pasa1 10 ayat (1) dan Pasa1 47 Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Fengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang ~;indang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi, Pasa1 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Pasa1 7 ayat (2) huruf "I" Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

)

>

>

>

>

>

>

)

>

)

.)

)

\

PEMOHON.

I. Pasa170a at I UUMahkamah Konstitus,

Mahkamah Konstitusiberwenang mengadilipada
tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bersif;at final untuk :

a, Menguji Undang-Undang techadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 7945;

b. Meinutus sengketa kewenangan Iembaga
Negara yang kewenangannya diberikan o1eh
Undang-Undang Dasar Negara Repub/Ik
Indonesia Tahun 1945,

5
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2. Pasa147 UUMahkamah Konstitusi

c. Meinutus pembubaranpartaipo/itIk; dan
d. Meinutus perseus^^an tentang basilpemilihan

UrnUm.

Putusan Mahkamah Konstitusi meinperoleh
kekuatan hukum tetap sei'ak seiesai diucapkan
daiam SIdang pieno ternuka untuk urnum, '

3, Pasa129A at I UUKekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konst^msiberwenang mengadilipada
tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya
bersifat fihal untuk .'

a. Mengqji Undang-Undang techadap
Undang-Undang Dasar Negara Repub/Ik
Indonesia Tahun 7945;

b. Meinutus sengketa kewenangan Iembaga
Negara yang kewenangannya diberikan
oreh Undang-Undang Dasar Negara
Repubfik Indonesia Tahun 7945;

c. Meinutus pembubaran partaipolifik; dan
d, Meinutus perseusihan tentang hasil

pemiffhan urnum.

.~

)

>

?

>-

>

)

>

>

>

4. Pasal

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-

da!il diajukannya permohonan uji konstitusionalitas (consttitutional

review/judicial review) Pasa1 10 ayat (1) dan Pasa1 47 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24. .Tahun 2003 Tentsng

Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi, Pasa! 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Pemerintahan

7 a at

Pelabat Pemerintahan meminki kewaj'Iban :
I. MeinatuhiPutusan Pengadilan yang telah

bentekuatan hukum temp,

2

\
I
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huruf

~~

J

)
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I" UU Administrasi
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Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Pasa1 7 ayat (2) huruf "I" Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Reinerintahan

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

yakni sebagai berikut

\

)

>

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSl

I. Perubahan UUD NR1 1945 telah menciptakan sebuah Iembaga baru

yang be Flungsi untuK mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi,

selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang daiam Pasa1 7B,

Pasa1 24 Ayat (1) dan Ayat (2), sena Pasa1 24C UUD NR1 1945, yang

diatur Iebih Ianjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentsng Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Tahun 201, Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5266), seianjutnya disebut"UU MK",

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki o1eh MK ada!ah

me Iakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana

diatur dalam Pasa1 24C Ayat(I) UUD NR1 1945 yang be to unyi:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat
pertaina dan terakhir yang putusannya bersif;at fiha/ untuk
mengu/luridang-undang techadap Undang-Undang Dasar. .."

\
,

>

>

>

>

>

>

>

>

>

I)

>

)

J

3. Selanjutnya, Pasa1 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berm/enang mengadi/I pada tingkat
pertaina dan terakhiryang putusannya bersifatfina/ untuk.
a. menguji undang-undang techadap Undang-Undang Dasar

Negara Repub/Ik Indonesia Tahun 7945, ...."

Pasa1 29 ayat(I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya

disebut"UU KK" menyatakan:

7
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"Mahkamah Konstitusi belvvenang mengadili pada tihgkat
pertaina dan terakhiryang putusannya bersii^?t fihaluntuk.
a. menguji undang-undang techadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa Ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang N0 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan

Daiam hal suatu Undang-Undang diduga beltentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Repubffk Indonesia Tahun 7945,

pengt!nannya dilakukan oreh Mahkamah Konst^jusi':

5, Berdasarkan uralan angka I sampai 4 di atas, inaka tidak ada

keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah

Konstitusi berulenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal To

ayat (1) dan Pasa1 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentsng Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomorl Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal

29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman Dan Pasa1 7 ayat (2) huruf "!" Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Reinerintahan terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada

tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final.

,

>

I

>

>

\

>

I)

>

)

>

)

B. KEDUDUKAN

I

)

PEMOHON:

I. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) Undang-Undang N0 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon

pengujian undang-undang adalah '771hak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konst^fusionalnya dirugi'kan o1eh bellakunya

HUKUM LEGAL STANDING

o
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undang-undang" yang dalam huruf a menyebutkan 'tierorangan

warga negara Indonesia". Seianjutnya dalam Penjelasan atas Pasal

54 ayat (1) undang-undanga quo, disebutkan bahwa yang

dimaksud dengan hak Konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur

daiam Undang-Undang Dasar Negara Repubffk Indonesia Tahun

1945':

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana

tertuang dalam Putusan N0 0061PUU-1/1/2005 jo Putusan No

putusan-putusan seianjutnya telah111PUU-V/2007 dan

memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang

dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan ber!akunya

suatu norma undang-undang, yaitu:

a. Adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan
o1eh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b. Bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap o1eh
Pemohon telah dirugikan o1eh suatu undang-undang
yang dinji;

c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud
bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-
tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal. ./erband)
antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk chiui; dan

e. Adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, inaka Kerugian konstitusional yang
did alllkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;

3. Apabjla mendasarkan pada 5 (!jina) parameter berdasarkan

Putusan N0 0061PUU-1/1/2005 jo Putusan N0 1/1PUU-V/2007, in aka

Pemohon mein11ikilega! standing untuk mengajukan permohonan

ini, dengan alasan :

a. Sebagai warga Negara Reinohon meiniliki hak

"pengakuan,Konstitusiona! atas jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adjl" dan hak

konstitusional atas due process of law sebagaimana

diberikan o1eh Pasa! 28 D ayat (1) dan Pasal I ayat

(3) UUD 1945

\
I

}

I

)

?

I)

>
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b. Hak konstitusional Pemohon atas "pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adjl" dan hak koiistjtusional atas due process of law

sebagaimana diberikan o1eh Pasa1 28 D ayat (1) dan

Pasal I ayat (3) UUD a945 tersebut telah dirugikan

dengan berlakunya seiumlah pasal yang dinji meIaiui

permohonan in I

c. Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara

spesifiK (khusus) dan actual karena Pasa1 10 ayat (1)

dan Pasa1 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MahKamah

Konstitusi, Pasa1 29 ^,*yat (1) Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan

Pasa1 7 ayat (2) huruf "I" Undang-Undang Nomor 30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah

diberlakukan dalam PraKtek dilapangan.

d. Dengan demikian terdapat hubungan sebab aKibat

(causal verband) antara kerugian hak konstitusional

pemohon dengan berlakunya pasal~pasal yang

dimohonkan daiam perkara jin yang telah

menyebabkan hak Konstitusional Pemohon atas

"pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

adjl" dan hak Konstjtusjonal atas duehukum yang

process of law sebagaimana diberikan o1eh Pasa1 28

\
I

)

)

)

)

>

>

^~

I

)

\
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>

>

)

)

\

D ayat (1) dan Pasal I ayat (3) UUD 1945 telah

dirugikan.

e. Apabila permohonan ini dikabulkan, in aka jelas pasal-

pasal yang dimohonkan daiam perkara initidak dapat

diterapkan lagi kepada pemohon, sehingga hak

Konstitusional pemohon tidak dirugikan lagi karena

pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak meiniliki

kekuatan hukum mengikat o1eh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud diatas chielaskan lagi

o1eh Mahkamah meIaiui Putusan Mahkamah No. 271PUU-V11/2009

dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang

Mahkamah Agung (him 59), yang menyatakan: "dari praktik

Mahkamah (2003-2009), perorangan UVM, Ierutama pembayar

pal'ak (tax payer); vide Putusan Nomor 0031PUU-1/2003) belbagai

asosiasi dan NGO/LSM, yang concern techadap suatu Undang-

Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah

Daerah, Iembaga negara, dan lain-lain, o1eh Mahkamah dianggap

mein11ikiiegal standing untuk mengajukan permohonan pengujian,

baik formil in aupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945".

5. Bahwa Para Reinohon hak konstitusional yangmein punyai

diberikan o1eh UUD NR1 I 945, sebagai berikut:

Hak untuk memaiukan diri daiam meIakukan usaha bersama

berdasar atas asas kekeluargaan, meinperluangkan hak secara

KOIektif beadasar atas azas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan

perlakuan yang adjl dan layak beadasarkan Pasa1 28C Ayat (2)

UUD NR1 1945 yang berbunyi:

Pasa1 28C Ayat(2) UUD NR11945

Setiap orang berhak untuk memaiukan dinnya daiam

meinpeu'uangkan haknya secara kotoktif untuk meinbangun

masyarakat, bangsa dan negaranya.

me in 11ikiIndonesia6. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang

pekerjaan sebagai Advokat dan Penasehat hukum yang tergabung

11



\
I dalam Forum Advokat Muda Indonesia yang konsen terhadap

persoalan penegakan Konstitusi, Hak Asasi Manusia dan

memastikan bedalan dan bekerianya hukum sesuai dengan prinsip

Keadilan, Kepastian dan Kernanfaatan Hukum. Seiain itu Pemohon

meinilikitugas memberi pendampingan hukum, mein bela, memberi

bantuan hukum berupa riasehat dan atau Konsultasi hukum,

mendampingi, mewakili dan atau meinbela hak-hak serta

kepentingan-kepentingan sena memastikan bahwa seorang klien

mendapatkan hak-haknya dalam menialan kan proses hukum balk

dalam persidangan in aupun diluar persidangan.

7. Bahwa Pasa1 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2003 tentsng Advokat

dan penjelasannya menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai

penegak hukum, bebas dan inaridiri yang dijamin o1eh hukum dan

peraturan perundang-undangan. Kernudian dalam penjelasan

Pasa1 5 ayat (1): "Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus

sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu

perangkat dalam proses peradilan yang meinpunyai keduduKan

setara dengan penegak hukum lainnya daiam menegakkan hukum

dan keadilan. " Peranan advokat sebagai salah satu penegak

hukum initidak kalah pentingnya dibandingkan dengan penegak

hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi. Keempat aparat

penegak hukum tersebut sangat berperan dalam upaya penegakan

hukum chindonesia. Selain itu Advokat dianggap sebagai penegak

hukum, advokatjuga merupakan profesi hukum yang berkewajiban

me Iindungi dan behindak sebagai wakil kliennya

8. Bahwa dalam menialankan profesinya Advokat sebagai penegak

hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak

hukum lainnya, pejabat publik dan warga Negara yang tidak patuh

terhadap putusan Mahakamah Konstitusi yang telah berkekuatan

hukum tetap dengan berbagai macam alasan. Sebagai contoh

Pemohon I dan Pemohon 11 pernah meIakukan pendampingan

dalam perkara praperadilan nomor 691Pid. Prap/2015/PN. JKT. SEL,

\

)

I

\

I

>

>

)

\

,

)

>

>

>

)

)

\
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,

\
I

>

>

)

dimana Jaksa pada KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka

bukan merupakan obyek praperadilan. Ada pula yang menyatakan

bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat POSitif

Legislator tidak wajib untuK dipatuhi, selain itu beadasar pada

inakalah Yudi Kristiana (Jaksa) yang disampaikan daiam seminar

"ImplikasiPutusan MK No. 33 Tahun 2016 telkaitl-Iak Mengajukan

Penin/'auan Kernbali daiam perkara Pidana, of U/ Tanga1 70

Agustus

mencerminkan3 ti a hal

Hakim MK telah

2016"

mas arakat' 3 MK a aimen'adjlivin inte erator tidakakan

diikutioleh Jaksa Penuntut Urnum.

9. Bahwa salah satu contoh Konkrit tidaK dipatuhinya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 211PUU-XII/2014 adalah dapat dilihat

dalam beberapa Jawaban Jaksa daiam permohonan Praperadilan

baik Jaksa pada Kejaksaan Agung inaupun Jaksa pada Komisi

Pemberantasan Korupsi diantaranya dalam Permohonan

Properadjlan o1eh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan,

SH. , Msi, Hadi Poemomo, Prof. Dr. Otto Comelis Kaligis, SH. , MH.

Putusan

a at meinahami beker'an a hukum of

Mahkamah

I Putusann a tidakmembumi' 2

Dahlan Iskan dan ban ak

Konstitusi

men atakan "Peneta an Tersan ka Bukan Meru akan Ob ek

\

Pra eradilan

I

Konstitusi Nomor 211PUU-XII/2014 bersifat POSitif Le ISIator

>

)

>

>

\

sehin

an

A un inau un adaKomisiPemberantasanKoru si.

10. Bahwa hal demikian juga tenadi tidak hanya pada Iembaga

Kejaksaan dan KPK, akan tetapijuga tenadi pada Iembaga

Mahkamah Agung, dimana berdasar pada Surat Edaran MA

(SEMA) No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan Peninjauan Kernbali

(PK) hanya satu kali. SEMA inI sekaligus mengesampingkan

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 341PUU-XII20,3,

dimana beadasarkan putusan nomor 341PUU-XII2013 tersebut, MK

a tidak untuk of atuhioleh Jaksa baik ada Ke'aksaan

hal

erkara Pra eradilan lainn a

itu dikarenakan Putusan Mahkamah

an

13
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)

telah meinbatalkan Pasa1 268 ayat (3) KUHAP yang meinbatasi

pengajuan PK hanya sekali, MK telah mein batalKan Pasa1 268 ayat

(3) KUHAP yang dimohonkan inaritan Ketua KPK Aritasari Azhar

yang menyatakan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang

memenuhi syarat yang ditentukan Pasa1 268 ayat(2) KUHAP.

11. Bahwa dengan demikian kerugian konstitutional pernah tenadi

pada Pemohon I dan Reinohon 11 dimana pada saat mendampingi

klien, pihak KPK tidak mengakui putusan MK dikarenakan Putusan

MK tentang penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan

bersifat POSistif legislator sehingga tidak untuk dipenuhi o1eh KPK.

Hal demikian juga akan cenderung merugikan para pemohon

lainnya dalam meIakukan upaya pendampingan dalam upaya

me Iaksanakan fungsi advokat sebagai penegak hukum.

12. Bahwa tidak hanya Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung yang

telah me Iakukan pembangkangan (disobedience) atas putusan MK,

berdasarkan catatan Pemohon terdapat beberapa Putusan MK

yang tidak dipatuhi o1eh Lembaga Negara, diantaranya adalah :

No.

a,

PUTUSAN MK
NOMOR

Putusan Nomor

71PUU-XII/2014 telah

mengabulkan tiga
pasal, yakni Pasa1 59
ayat(7), Pasa1 65 ayat
(8), dan Pasa1 66 ayat
(4) UU Nomor 13
Tahun 2003. Seiak
diputus tangga1 4
November 2015,
pemerintah dalam hal

KernenterianIn I

Ketenagakerjaan
me Iakukanbelum

pencabutan
Keputusan
tersebut.

\

LEMBAGAYANG
MEMBANGKANG

I

Kernenterian Tenaga
Keria dan Transmigrasi

)

\

2. Putusan

31PUU-XII1/2015

menyatakan
Pen'elasan Pasa1 47

Masih tetap memberIakukan
Keputusan Meriteri Tenaga
Keria Transmigrasidan

Nomor 100 Tahun 2004

tentang Perlanjian Keria
Waktu Tertentu (PKVVT)
diamanatkan Pasa1 59 ayat
(8) UU Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan (yang telah
dinyatakan tidak berkekuatan
hukum tetap o1eh MK)

Meriteri

MODUS

Nomor Kernenterian

Perhubungan
masih berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun

2012 tentang Kendaraan dan
MentoriPeraturan

14



ayat (2) huruf e bagian
c UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan inkonstitusional.

,

Perhubungan Nomor 133
2015Tahun tentang

BerkalaPengujian
Keridaraan Bermotor.

Beadasarkan putusan MK
tersebut, keridaraan khusus

merupakan alatyang

produksi bukan bagian dari
kendaraan bermotor yang

terdapat dalam pengertian
UU LLAJ. Aturan untuk

me!akukan pengujian berkala
keridaraaan bermotor untuk

kendaraan khusus yang
produksibenungsi alat

ternyata masih berlaku

secara teknis. Fakta tersebut
meinbuktikan satu hal,
bahwa belum ada tindak

Ianjut dari pemerintah, untuk
mencabut, atau merevisi

Permen atau PR tersebut

seiak putusan dibacakan
pada 31 Maret 2046,

3 Putusan MK Nomor

341PUU-XII20t3 yang
mencabut Pasa1 263

ayat (3) UU Nomor 8
Tahun 1981 tentsng
KUHAP

4. Putusan MK Nomor

361PUU-XI20,2

tentang Kontrak Keria
Sama Minyak dan Gas

Mahkamah Agung

5. Putusan MK Nomor
No. 92-PUU-X-2012

Kernenterian ESDM

6.

MAMahkamah Agung
seakan menyimpangi
putusan tersebut dengan
menerbitkan SEMA Nomor 7
Tahun . 2014 tentang

PeninjauanPembatasan

Kernbali

Putusan MK Nomor
0061PUU-11/2004

denganterkait

Konstitusionalitas

Presiden dan DPR

pembentukan SKK Migas
substansisecarayang

menialankan fungsi yang
sama dengan BP Migas yang
inaria kedudukan BP Migas

dinyatakantelah

inkonstitusional

Pengadilan Negeri

Atas tersebutputusan
Presiden dan DRR merevisi

UU MD3 menjadi UU No. 17
Tahun 2014 yang me in ungut

telahkernbali norma yang
inkonstitusional.

Faktanya masih terdapat
Kampus dilarangLBH

berpraKtik dengan alasan
merujuk Pasa1 31 UU Nomor

15



peran LBH Kampus

7 Putusan MK Nomor
211PUU-XII/2014

Kejaksaan Agung dan
KPK

Adapun apabila mendasarkan pada riset yang dialkukan o1eh

Setara Institute (tahun 2016) setidaknya terdapat 19 (Sembilan

belas) putusan yang harus masih ditindaklanjuti atau belum

dilaksanakan, diantaranya

Putusain Mahk:, math Konstitusiyano Harus Ditindaklanjuti

No. iputusan:u, d, ,, N''" 'Kabuj IKe, t, ha, !"S"tUSi ,
I ipasa159ayatj IPerubaliaii:Feineriiitali!
I Uuj3/2003. (7),"ayatj IPe"atom, 11th, I DPR!
I i, , I(8), 66ayat! ipeitTerintah, :(kenka171puu. l''"'g .(4) ;Inkonstjtusjonaj!peratuTan inTelaku-Rail'

" ;XII/2014 I""""~ -Perubaliail ,;bersyarat Meriteri Ilevisi \Iu),;
I IGT^a'' pKWT I Terkait Presiden,
I I nTe!Tjadi; IKetenaga"tilenteri
,

18 Tahun 2003

Advokat

Penetapan Tersangka Bukan
ObyekMerupakan

halPraperadi!an", ItU

Putusandikarenakan

Mahkamah Konstitusi Nomor

bersifat2.1PUU-XII/2014

POSitif Legislator, sehingga
tidak untuk dipatuhi o1eh
Jaksa baik pada Kejaksaan
Agung inaupun pada Komisi
Pemberantasan Korupsi

tentang

--^---.---....----.. ~..-.- ..~.......~-.~-..-.---,-~

I I ,Hilangnyaj I '

I IUU30/2009 I ; I
2.1X11/2014 ' pelangga-malt I '

I 11nk, ,, pelnaSaiig-all; I II : instalasilistik, I I
\

I

I

~

.,

non-SLO
. . . . . .... -~.-..- -~.--.~-^-.~-.-------...---.-------- --.--.-- -.-.--

Iziiitertulisj ipenyidik; I
I danMKD! 'dalam IPenyidik
! Iberubalij ;meIaktikan I(langsung

linenjalankan 'IUU 17/20j4;""'iaiiZini pellyiian
tentaijoMD, teltUliS davitlnkonstitusionaljertadap putusaii) dan
a -Presideni 'anggota

DPR'uiltuk

,menTiilta ;merevisiUUpenyidikaii I
Iziiianggota DPR I

761PUU~
XII/2014

IPenTben-Ink

saatUU
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>
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UU 811981

331PUU-'tentang I
IXIV/2016 Hukuitt ACara

I Pidana I

I 9.

Sun?ber. ' Ri^. ei SEZAL, I lits/mire (2016)

13. Bahwa terhadap pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas telah

menimbulKan kerugian Konstitusional bagi para Pemohon yang

ruang lingkup kerianya adalah meIaKukan pembelaan balk daiam

persidangan inaupun diluar persidangan techadap hak-hak yang

\

Inkonstitusionalj
hersyarat

KGjal<saan
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menjadi klien dari Reinohon yang sebagian besar hak-hak tersebut

secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan tenewantahkan meIalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun

dikarenakan ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas,

prinsip Rule of Law, Equality Before The Law, dan Penegakan Hak

Asasi Manusia sebagaimana dilindungi o1eh Pancasi!a dan

Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai secara in aksima!.

14. Bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem

serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga Negara juga

telah me rugikan Pemohon sebagai Advokat dan Konsultan Hukum

yang sering menegakkan hukum yang saiah satunya meIalui

Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, selain itu juga akan

merusak tatanan penegakan hukum yang akan beadampak

torhadap tenundanya keadilan yang diputus MK Iewat putusannya.

15. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, inaka kerugian

konstitusional yang sangat besar adalah tidak tegaknya prinsip

Equality before the law (persamaan dihadapan hukum), yakni

seseorang ataupun badan hukum publik/privat dapat dengan serta

inerta mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga

UUD 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa

"segala warga negara belsamaan kedudukannya of daiam hukum

dan pemerintahan dan wa/b menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualihya Pasa1 27 ayat (1) menjadi

kehilangan Ruh dan tujuannya, yang inaria meIalui Pasa1 27 ayat

(1) jin berkeinginan memberikan inakna bahwa setiap warga

negara tanpa harus meIihat apakah dia penduduk asli atau bukan,

berusal dari 9010ngan terdidik atau rakyat leiata yang buta huruf,

9010ngan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan

KernisKinan harus di!ayani sama di depan hukum. Kedudukan

berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang

sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara,

\

I
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>

>

)

>

>

>

>

>

>

>

inaka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada

yang berada diatas hukum. 'No man above the law'* amnya tidak

keistimewaan yang diberikan o1eh hukum pada subyek hukum,

kalau ada subyek hukum yang meinperoleh keistimewaan

menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

16. Kerugian Konstitusiona!!ainnya apabila Putusan MK tidak dihormati

inaka MK telah kehilangan tujuannya y?kni sebagai!embaga

Negara yang beFlugas mengawal(to guard) Konstitusi, Sehingga

tujuan agar Putusan MK dilaksanakan dan dihormati baik dalam

penye!enggaraan kekuasaan negara in aupun warga Negara, dalam

rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung

jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat

dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan inahkamah

konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu

pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksiterhadap

penga!aman kehidupan ketatanegaraan di masa Ialu yang

menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan

belum tercapai secara in aksimal.

17. Beadasarkan argument dan uraian singkat Reinohon diatas, in aka

jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat lintuk mengajukan

permohonan uji konstitusionalitas (consttitutibnal review/I'ud!bial

review) PasallO ayat(I) dan Pasa1 47 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Ates Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

20.3 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasa! 29 Ayat (a)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman Dan Pasa1 7 ayat (2) huruf"I" Undang-Undang Nomor

\
I

,.

)

>

>

>

J

)

J

J
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30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

C. Alasan-alasan Permohonan :

>

>

)

>

>

>

>

>

)

,.

>

>

>

>

?

I)

>

I)

>

I. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prtnsip "Rule of Law,

and not of Man", yang seialan dengan pengeFtian nomocratie, yaitu

kekuasaan yang dialanKan o1eh hukum atau nomos. Dalam negara

hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu

sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan

dengan tangan beSI berdasarkan kekuasaan belaka atau

machtsstaat. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedauiatan

bereda di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau

constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan

rakyat atau demokratis (democrati^che rechtsstaat).

2. Dengan demikian intirule of law adalah jaminan adanya keadilan

bagi masyarakat terutama keadilan SOSial. Penjabaran prinsip-

prinsip rule of law secara formal termuat did alam pasal-pasal UUD

1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal I

ayat 3), b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menye!enggaraakan petadilan guna menegakan

hukum dan keadilan (pasa1 24 ayat I), c. Setiap warga Negara

bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan, sena

menjunjung hukum dan pemerintahan iru dengan tidak ada

kecualinya (pasa1 27 ayat I), d. Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi

Manusia, meinuat 40 pasa!, antara lain bahwa setiap oreng beThak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adjl, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasa1 28 D ayat

I), dan e. Setiap orang berhak untuk bekeria sena mendapat

jinbalan dan perlakuan yang adjl dan layak daiam hubungan keria

(pasa1 28 D ayat 2).

a

-}
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3. Equality Before the Law adalah salah satu unsur dan The Rule of

Law Princfy?Ie menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elemen-elemen "the rule of law principles" menurut PBB tersebut

selengkapnya adalah: I) supremacy of law; 2). equality before the

law; accountability to the law; farmess in the appffcation of the law;

separation of power; legal certainty; avordance of arbitrary; dan

procedural of legal certainty. Persamaan dalam hukum (equality

before the law) adalah salah satu penyangga beadiritegaknya satu

Negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip

pokok Negara Hukum (Rechstaat) yang menyangga berdiri

tegaknya satu Negara hukum (The Rule of Law/Rechtstaat) dalam

am yang sebenarnya, yakni: I) Supremasi huKum (supremacy of

Law); 2) Persamaan dalam Hukum (equality before the Law); 3)

Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5)

Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak

meinihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata

Negara (constitutional court); 9) Perilndungan Hak Asasi Manusia;

40) Bersifat Demokratis (democrati^ch rechtstaat); 11) Sarana

Mewujudkan Tujuan Bemegara (welfare rechtsstaat); sena 12).

Transparansi dan Kontrol SOSial. Jim!y Asshiddiqie, menegaskan

torkait"Persamaan daiam Hukum (equality before the law), adanya

persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan

pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan

secara empirik. Da!am rangka prtnsip persamaan ini, segala sikap

dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya

diakui sebagai sikap dan findakan yang terlarang, kecualitindakan-

tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan

affirmative actions guna mendorong dan meinpercepat kelompok

masyarakat tertentu untuk mengejar kernajuan sehingga mencapai

tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok

masyarakat yang sudah jauh Iebih maiu. Secara yuridis Undang-

Undang Dasar 4945 memberikan jaminan semua warga negara

)

>

\
I

>

>

>

>
-\

I

>

>

\
I

>

>

)

>

>

>

I)

\
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I

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan peme^rintahan sebagaimana

ditegaskan o1eh Pasal I ayat (3), Pasa1 27 ayat (1) dan 280 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945.

4.1de pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan

semangat penegakan konstitusi sebagai"91undnorm" atau "hi^hest

norm", yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang

bereda dibawahnya tidak boleh beFtentangan dengan apa yang

sudah diatur daiam Konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk

pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people)

kepada negara, meIaiui konstitusi rakyat meinbuat statement

kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. 01eh

karena itu, konstitusi harus dikawal dan chiaga. Sebab, semua

bentuk penyimpangan, baik o1eh pemegang kekuasaan inaupun

aturan hukum di bawah konstitusiterhadap Konstitusi, merupakan

wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

5. Bahwa pada dasarnya eksistensi advokattelah ada pada sekitar

satu setengah abad yang Ialu. Namun pengakuan terhadap

Advokattidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-

undang namun hanya tenuang secara SPOTadis pada pasal-pasal

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan seiak masa

pemerintah KOIonial Belanda. Namun setelah diundangkannya UU

No. 48 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2003 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4228 inaka 1stIah advokat telah menjadi baku dan status

advokat telah mendapat pengakuan sebagai penegak hukum

sehingga dikenal catur warigsa (polisi, jaksa, hakim, dan advokat).

Artinya, advokat telah diakui dan meinpunyai kedudukan yang

sama dengan penegak hukum lainnya, bahkan advokat merupakan

satu-satunya penegak hukum yang bebas dan inaridiri yang dijamin

o1eh hukum sena wilayah kerianya me liputi seluruh wilayah negara

I

>

)

I)

>

>

>

>

>

,

\
J

I)

)

>

>
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Rl yang dapat meinperluangkan demitegaknya Keadilan dan

Equality Before The Law sesuai dengan Pancasila dan Undang-

undang Dasar1945.

6. Ketentuan Pasai 5 Ayat(I) UU Advokat memberIkan status kepada

Advokat sebagai penegak hukum yang meinpunyai kedudukan

setara dengan penegak hukum lainnya da!am menegakkan hukum

dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi

yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat

sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 28 Ayat (,) UU Advokat,

yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi

Advokat yang bebas dan inaridiri yang dibentuk sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang ini dengan inaksud dan tujuan untuk

meningkatkan Kualitas profesi Advokat". 01eh karena itu, Organisasi

Advokat, pada dasarnya adalah organ negara dalam artiluas yang

bersifat inaridiri(independent state organ) yang juga me Iaksanakan

fungsi Negara yang menialankan fusngsi sebagai: (a) advokat

sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b)

advoKat sebagai pengawas dan pengawalintegritas peradilan, (c)

advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum,

(d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat inariusia,

Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai

penegak hukum, diharapkan mainpu meinpertegas dan

mein perkuat peran advokat sebagai salah satu komponen did alam

sistem peradilan dilndonesia, sehingga Asas Kesamaan

Dihadapan Hukum mainpu dan dapat berjalan sesuai nilai-nilai

Kepastian, Keadilan dan Kernanfaatan Hukum.

7. Bahwa dengan diberlakukannya Pasa1 10 ayat (1) dan Pasa! 47

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang~Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4

I

)

)

>
\

I

.\
I

:I

>

>

>

>

>

>

)
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>
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>

>
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)

>

>
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Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi, Pasa1 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Pasa! 7 ayat (2) huruf"I"

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan akan bertentangan dengan PasalI ayat (3), Pasa!

24 ayat (1) dan ayat (2), Pasa1 24C ayat (1), Pasa1 27 ayat (1),

Pasa1 28 D ayat (4), Pasa1 28 G ayat (1) dan Pasa1 28 I ayat (2)

Undang-Undang Dasar1945.

\

I

> MENGENAI PENGUJIAN PASAL 10 AYAT

>

>

KONSTITUSl

KEHAKIMAN

\

8, Bahwa sebagaimana bunyi Pasal to Ayat (1) UU Mahkamah

Konstitusi dan Pasa1 29 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah

sebagai berikut :

)

>

>

>

>

>

>

>

I)

I)

>

>

)

dan PASAL

untuk :

a. Menguji Undang-Undang techadap Undang-Undang
DasarNegara Repubffk Indonesia Tahun 7945, '

b. Meinutus sengketa kewenangan Iembaga Negara
yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 7945;

c. Meinutuspembubaran partaipolitik; dan
d. Meinutus perse/ISI'han tentang hasi/pemiffhan timum,

9. Bahwa inakna yang terkandung dalam Pasa1 10 Ayat (t) UU

Mahkamah Konstitusi dan Pasa1 29 Ayat (1) UU Kekuasaan

Mahkamah Konstitusi belvvenang men adjli

29

ertama dan terakhir

AYAT

I UU MAHKAMAH

UU KEKUASAAN

Kehakiman yang menyatakan bahwa

an

Konstjjusj men adjli

utusann a bersifat final

urnsann a belsiit, t final" adalah tidak cukup, mengingat apabila

\

mecara hartiah, inaka yang terKandung pada bunyi pasal diatas

tidak memberikan kewajiban kepada pihak inariapun (baik

pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain

ada tin kat

ada tih kat

J

kewenan an Mahkamah

ertama dan terakhir an

26
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12. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Publik,

yang berarti putusan Mahkamah Konstitusitersebut berlaku juga

\
I

bagi pihak-pihak yang berada di!uar sengKeta

>

?

)

>

>

>

>

I)

>

>

>

>

>

)

->

>

>

)

selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Constitutional

Control dengan mengidentifikasitindakan kepada pihak manapun

(baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan

lain sebagainye), untuk meIakukan upaya corrective, disiplinery,

dan remedial(perbaikan) terhadap tindakan huKum yang tidak

sesuai dengan Konsitusi. Bahwa kepada pihak manapun (baik

pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain

sebagainya) yang tidak meIaksanakan hukum/putusan Mahkamah

Konsitusi, sama artinya dengan tidak mainpu mein personifikasikan

hukum dalam jabatan dan kedudukannya (utamanya Pelabat

Publik), dan sama pula artinya bahwa pejabat tersebuttelah ingkar

terhadap perlntah jabatan yang disandangnya saat itu, sehingga

sebagai Konsekuensinya yang bersangkutan tidak layak menduduki

jabatan publik itu, o1eh karenanya segera diberhentikan darijabatan

publik yang sedang dipangkunya. 01eh karena itu setiap oreng

termasuk pejabat publik harus sadar, patuh dan taat pada Putusan

Mahkamah KonstituSi, manakala ada pejabat yang secara terang-

terangan mein bangkang (tidak me!aksanakan) Putusan Mahkamah

Konstitusi, in aka sesungguhnya pejabat pub!ik tersebut tidak layak

lagi sebagai pengemban pejabat publik, dan sebagai

konsekwensinya barus diberhentikan darijabatan publik tersebut.

13. Bahwa perlntah untuk meIaksanakan Putusan Mahkamah

Konstitusi inutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi,

tugas, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

upaya mendorong terciptanya Wibawa Mahkamah Konsitusi atas

Iembaga-Iembaga lainnya yang selama inI acuh tak acuh dan

Genderung menafikan alas Putusan Mahkamah Konstitusi,

tujuannya adala dalam Tangka menjaga kehormatan Mahkamah

er a Qinnes ,

\
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>

>

>

\

Konstitusi sebagai!embaga yang secara spesifik menjaga dan

mengawaltegaknya Konstitusi dilndonesia.

14. Bahwa apabila dibandingkan dengan pengaturan pelaksanaan

Ekskusi pada Peradi!an Tata Usaha Negara (PTUN), inaka

ekskusi Putusan MK belum meminki

iru dikarenakan tidak ada u a a

Pasa1 776 Undan -Undan

Perubahan UU PTUN dimana apabila haltergugat tidak bersedia

meIaksanakan putusan pengadilan yang telah meinperoleh

kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan

dikenakan upaya paksa berupa pembayaran seiumlah uang paksa

dan atau sanksi administratif. Seiain itu Pelabat yang tidak

meIaksanakan putusan pengadilan, inaka diumumkan pada media

massa catak setempat o1eh Panitera seiak tidak reinenuhinya

kewajiban mematuhi putusan tersebut. Di samping diumumkan

pada media cetak setempat, Ketua Pengadilan harus mengajukan

hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Rejabat tersebut

meIaksanakan putusan pengadilan, dan kepada Iembaga

perwakilan rakyat untuk menialankan fungsi pengawasan. (Vide

Pasali16 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

15. Bahwa dengan diberlakukannya Pasa1 10 Ayat (1) UU Mahkamah

Konstitusi dan Pasa1 29 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

be F1entangan dengan Pasa! a ayat (3), Pasa1 24 ayat (1) dan ayat

(2), Pasa1 24C ayat (1), Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayat (1),

Pasa1 28 G ayat(I) dan Pasa1 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945. Behantangan dengan Pasal I ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945 dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum,

yang inaria Putusan Mahkamah Konstitusijuga merupakan Hukum

yang harus dan wailb dipatuhi o1eh siapapun, bertentangan dengan

Pasa1 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari

>

>

Nomor 51 Tahun 2009 tentan

erintah ekskutorial hal

aksa seba almana daiam

\

I

~).

\

>

>

I)

>

)

>

>

-)

-\

29



>

kekuasaan Kehakiman yang beFlujuan untuk menegakkan hukum

dan keadilan yang salah satunya tercermin meIaiui Putusan-

Putusannya, bettentangan dengan Pasa1 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dikarenakan inakna "mengadili pada tingkat

pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final" da!am Pasal

\
I

\
I

\

)

>

)

>

>

>

>

)

24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Juga

mengandung asas res 'udicata ro ventate habetur asas er a

omnes

kepastian dan keadilan Hukum daiam setiap Putusannya,

be hantangan dengan Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayat (1) , Pasal

28 G ayat (1) dan Pasa1 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dikarenakan setiap Warga Negara dilindungi o1eh asas Equality

Before The Law termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

dan Constitutional Control

16. Frosa men adjli

utusann a hersifat final pada Pasal, O Ayat(I) UU Mahkamah

Konstitusi dan Pasa1 29 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman harus

dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan harus

dilaksanakan o1eh slapapun, halitu dikarenakan Putusan

Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan o1eh Pihak

Mariapun untuk tidak mematuhi dan memenuhiterhadap Putusan

Mahkamah Konsitusi.

\
I

yang

ada tin kat

>

>

>

>

)

)

)

>

)

harus memberikan

> MENGENAIPENGUJIAN PASAL47 UU MAHKAMAH KONSTITUSl

17. Bahwa dengan meinaknai Pasa1 47 UU Mahkamah Konstitusi

"Putusan Mahkamah Konst^jusimemperoleh kekuatan hukum tetap

sei'ak selesaidiUcapkan daiam SIdang pleno ternuka untuk urnum;"

18. Bahwa terhadap in akna. .pasal Pasa1 47 UU Mahkamah Konstitusi

sebagaimana tersebut dialas mengandung polemic, dimana sama

dengan yang kamijelaskan sebelumnya dimana Putusan

Mahkamah Konstitusi Genderung diabaikan o1eh pihak manapun

(baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan

lain sebagainya), halini dikarenakan dalam Pasal tersebut

ertama dan terakhir

\

an
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>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

mengandung ambiguitas, utamanya terhadap kewajiban untuk

meIaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi dan pelaksanaan

Ekskusi Putusan Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa secara urnum Putusan akhir menurut sifat amamya

(diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan

condemnatoir, putusan constitutief, dan putusan declaratoir.

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum

pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi, putusan constitutief

adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang

baru dan putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan

suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan bersifat

deklaratoir, yaitu menyatakan, karena SIfatnya yang hanya

menyatakan, inaka otomatis putusan Mahkamah Konstitusi

langsung berlaku dan tidak perlu dieksekusi. "Putusan iru final dan

hindihg, sehingga untuk UU tidak perlu ada pencabutan lagi.

Namun pada Kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusitidak

berdaya atas kekuasaan Negara, kekuatan kelompok, kekuataan

kekuasaan, hallni mengingat tidak adanya perintah eksKusi atau

pelaksanaan atas Putusan MK tersebut, untuk diperlukan

penje!asan Iebih mendalam terhadap inakna kekuatan Putusan

Mahkamah Konstitusi meinperoieh kekuatan hukum tetap seiak

se!esai diucapkan dalam sidang PIeno terbuka untuk urnum,

sebagaimana Pasa1 47 UU Mahkamah Konstitusi.

20. Bahwa daiam putusan MK, belum ada aturan apabila putusan MK

terkait dengan wewenang Iembaga negara, yang beTsinggungan

dengan Iembaga negara lain, inaka menjadi SUIit dalam

penegakannya, karena ego kelembagaan yang masih Kuat karena

tidak ingin eksistensi dan wewe nangnya diabaikan dan diperankan

o1eh Iembaga lain. Kondisi penegakan hukum sepertiini meinbuat

ketidak pastian dalem proses penegakan hukum, dan menimbulkan

masalah hukum baru yang meinbutuhkan jalan keluar dengan

~

)

\
,/

>

>

.>

>

>

>

)

-)
-\
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,

>

>

>

>

>

>

>

)

>

>

>.

memberIkan ruang kepada Mahkamah Konsitusi untuk memberikan

iaian keluar agar MK memberikan kewajiban pihak inariapun (baik

pemerintah, pelabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain

sebagainya) untuk meIaksanakan Putusan MK.

21. Bahwa dengan diberlakukannya Pasa1 47 UU Mahkamah Konstitusi

beTientangan dengan Pasal I ayat (3), Pasa1 24 ayat (1) dan ayat

(2), Pasa1 24C ayat (1), Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayat (1),

Pasa1 28 G ayat (1) dan Pasa1 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945. Bertentangan dengan Pasal a ayat (3) Undang-Undang

Dasar 1945 dikarenakan Indonesia meTupakan Negara Hukum,

yang inaria Putusan Mahkamah Konstitusijuga merupakan Hukum

yang harus dan wajib dipatuhi o1eh siapapun, be F1entangan dengan

Pasa1 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari

kekuasaan Kehakiman yang beFlujuan untuk menegakkan hukum

dan keadilan yang salah satunya tercermin meIa!ui Putusan-

Putusannya, bertentangan dengan Pasa1 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 dikarenakan inakna "mengadili pada tingkat

pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final" daiam Pasal

24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga

mengandung asas res 'udicata

\
I

Qinnes

kepastian dan keadilan Hukum dalam setiap Putusannya,

behantangan dengan Pasa1 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayet (1) , Pasal

28 G ayat (4) dan Pasa1 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dikarenakan setiap Warga Negara dilindungi o1eh asas Equality

Before The Law termasuk kewajiban datam mematuhi Putusan MK.

>

)

>

)

)

dan Constitutional Control yang harus memberikan

22. Bahwa dengan demikian frasa Putusan Mahkamah Konstitusi

mein eroleh kekuatan hukum teta

ro ventate habetur asas er a

dalam sidan

\

Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan konstitusional bersyarat,

sepanjang tidak diartikan harus di!aksanakan o1eh slapapun, halitu

Ieno terbuka untuk urnum pada Pasa1 47 UU

se'ak seiesai diuca kan
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>

\

dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan

sebagai alasan o1eh Pihak Mariapun untuk tidak mematuhi dan

memenuhiterhadap Putusan Mahkaniah Konsitusi.

I

> MENGENAI PENGUJIAN PASAL 7 AYAT

>

>

>

>

>

>

>

>

>

I)

>

>

>

>

)

>

I)

>

-)

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

23. Bahwa dengan meinaknai Pasa. ' 7 Ayat (2) Huruf "L" UU

Administrasi Pemerintahan "Pel'abat Pemerintahan meminki

kewa/ban : MeinatuhiPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap. "

24. Bahwa apabila meIihat ketidakpatuhan terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusilebih banyak dilakukan o1eh Pelabat

sebenarnya kewajiban untukPemerintahan, hal

me Iaksanakan Putusan Pengadilan telah tercantum dalam Pasa1 7

Ayat (2) Huruf "L" UU Administrasi Reinerintahan. Akan tetapi

apabila mengacu pada Pasall angka 18 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, inaksud dari

Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk

itu inakna Pengadilan daiam Pasal I angka 18 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Reinerintahan telah

meinbatasi hanya terbatas pada Pengadilan Tata Usaha Negara,

dalam halinitidak termasuk Mahkamah Konsitusi.

25. Apabila kita 11hat daiam Pasa1 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan o1eh sebuah Mahkamah

Agung dan o1eh Sebuah Mahkamah Konstitusi, inaka jelas

seharusnya Pasa1 7 Ayat (2) Huruf "L" UU Administrasi

Pemerintahan tidak hanya meinbatasi dengan memberIkan

kewajiban kepada Pejabat Reinerintahan untuk mematuhi putusan

(vonnis) hanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal

ini, akan tetapijuga memberIkan kewajiban kepada Pejabat

Pemerintahan untuk patuh dan tunduk kepada Putusan Mahkamah

Konstitusi,

HURUF "L" UU

inaria

\
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26. Bahwa dengan diberlakukannya Pasa1 7 Ayat (2) Huruf "L" UU

Administrasi Reinerintahan beF1entangan dengan Pasal I ayat (3),

Pasa1 24 ayat (4) dan ayat (2), Pasa1 24C ayat (1), Pasa1 27 ayat

(1), Pasa1 28 D ayat (1), Pasa1 28 G ayat (4) dan Pasa1 28 I ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangan dengan Pasall ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Indonesia merupakan

Negara HL, kum, yang inaria Putusan Mahkamah Konstitusijuga

merupakan Hukum yang harus dan wajib dipatuhi o1eh siapapun,

bertentangan dengan Pasa1 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan

bagian dari kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk

menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin

me Ialui Putusan-Putusannya, be F1entangan dengan Pasa1 24C ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan inakna "mengadili

pada tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya bersifat final"

dalam Pasa1 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut

I

>

>

)

>

>

)

I)

>

>

>

>

>

juga mengandung asas res 'udicata

^:!:g^^ dan Constitutional Controlyang harus memberIkan

Kepastian dan keadilan Hukum daiam setiap Putusannya,

bertentangan dellgan Pasa! 27 ayat (1), Pasa1 28 D ayat (1) , Pasal

28 G ayat (1) dan Pasa1 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dikarenakan setiap Warga Negara dilindungi Dieh asas Equality

Before The Law termasuk kewajiban da!am mematuhi Putusan MK.

27. Bahwa dengan demikian frasa

~*

J

.)

)

I)

kewa'iban

bentekuatan hukum teta ." pada Pasa1 7 Ayat (2) Huruf "L" UU

Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan Konstitusional_

bersyarat, sepanjang tidak diartikan hanya diberikan kewajiban atas

Putusan Tata Usaha Negara saia, akan tetapijuga bagi Putusan

Mahkamah Konstitusi, halitu dikarenakan Putusan Mahkamah

Konstitusi sering digunakan sebagai alasan o1eh Pihak Mariapun

ro ventste habetur asas

Meinatuhi

\

Putusan

Pe'abat Pemerintahan meminki

Pen adjlan an telah
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>

,

)

>

>

>

)

>

untuk tidak mematuhi dan memenuhiterhadap Putusan Mahkamah

Konsitusi.

D. PETITUM

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas,

inaka inohon kiranya Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan

meinutuskan :

I. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasa1 40 ayat(,) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan

dengan UUD R! 1945 dan tidak meiniliki kekuatan hukum mengikat

sepanlang

men adjli

bersif;at finalserta wa'ib dilaksanakan untuk

3. Menyatakan Pasa1 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan

dengan UUD R1.1945 dan tidak mein 11iki kekuatan hukum mengikat

tidak dimaknai"Putusan Mahkamah Konst^Iusi

tidak dimaknai

ada tih kat

sepanlang

mein eroleh kekuatan hukum teta dan wa'ib dilaksanakan se'ak

^

I

elfama dan terakhi7

seiesaidiuca kan daiam SIdan

Mahkamah

4. Menyatakan Pasa1 29 Ayat(I) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

bertentangan dengan UUD R1 1945 dan tidak memillKi kekuatan

>

)

>

-\

>

)

)

)

Konstitusi' belwenan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai"Mahkamah Konstitusi

belvvenan

5. Menyatakan Pasa1 7 ayat (2) huruf "I" Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan bertentangan dengan UUD R1 1945 dan tidak

meiniliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

an

urnsann a belsifati7nalse, ta wa'ib dilaksanakan untuk

,, .

utusann a

men adjli

Ieno ternuka untok urnum"';

\

Pe'abat Pemeri'ntahan meinn^^I kewa'Iban

ada tin kat eitama dan terakhir an

,I

Meinatuhi Putusan
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)

Mahkamah Konstitusi dan Pen adjlan an telah berkekuatan

hukum teta .";

6. Memerintahkan untuk meinuat putusan inI dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

).

>

>

>

>

>

\

Atau inohon putusan yang seadil-adjlnya (Ex Aquo at Bono);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan,

Reinohon telah mengajukan barang bukti berupa riaskah UUD, UU, dan

surat-surat lainnya sebagaimana terlampir ;

Demikian Permohonan Kami, atas perhatian dan perkenannya,

diucapkan terima kasih.

^.0 *,?,
.$!* * '
^ 11.

,

^ ADVOl, AT
*,, ,,:\.

ADVOKAT MUDA INDONESIA

(FAMl)

Hormat kami,

Jakarta, 5 Desember 2016

ZENURI MAKHRO
Ketua

\

DR. can SAIFULANAM SH. MH.

Sekretaris

I

I SH.

.--^
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>
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>
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>

>
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I)

HFR. GHANTY SJAHABUDIN SH. MM.

MUHAMMAD DANIES KURNIARTHA SH.

BENNY HARIS NAINGGOLAN SH

I^
RUDYGUNAWAN. SH.

JOKO PURBOYO SH.

G HAR HAMING YUDHA SH.

C

FAIJAL SIRE AR SH.

IC.

RAYWAHYU MURNIYULIANTI SH.

SUTARJO SH.

,
<1

,,.
11^,

SYAKH UDDl

F AD ABDULLAH SH. M. Si.

o1
,/

SUHARTA, SH. . MH.

SH.

I
BAKRl. SH.


